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ABSTRAK 

Judul Penelitian ini adalah : “AKIBAT HUKUM PEMEKARAN 

KECAMATAN TERHADAP IDENTITAS KEPENDUDUKAN 

BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO 17 TAHUN 2018 

TENTANG KECAMATAN”.  

Permasalahan yang timbul sebagai akibat dari pemekaran wilayah 

kecamatan tersebut, antara lain adalah perubahan identitas kependudukan, seperti 

perubahan Kartu Tanda Penduduk (KTP), perubahan Kartu Keluarga (KK), serta 

perubahan administrasi lainnya seperti ketika pembayaran pajak harus mengikuti 

KK dan KTP yang baru, yang mana perubahan tersebut harus dilakukan melalui 

birokrasi yang cukup lama dan berbelit-belit, yang dapat menyusahkan 

masyarakat. Masyarakat tidak semuanya mengerti terhadap pemekaran kecamatan 

tersebut, karena kurangnya sosialisasi dan kurangnya perhatian dari perangkat 

desa atau kelurahan setempat. Oleh karena itu pemekaran kecamatan tidak serta 

merta masyarakat dapat mengurus identitas kependudukan secara langsung karena 

harus meluangkan waktu, tenaga dan biaya dalam pengurusaan administrasi 

tersebut. 

Dari latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan yang 

dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana akibat hukum pemekaran 

kecamatan terhadap indentitas kependudukan berdasarkan Peraturan Pemerintah 

Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan, dan apa saja persyaratan yang harus 

dipenuhi untuk pemekaran kecamatan. 

Apabila dilihat dari jenisnya, penelitian ini digolongkan kepada penelitian 

hukum normatif, yaitu penelitian kepustakaan, yang menggunakan bahan-bahan 

pustaka hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sifat penelitian 

ini adalah deskriptif, yaitu menerangkan dan menjelaskan mengenai pemekaran 

kecamatan dan permasalahan yang ditimbulkan dari pemekaran tersebut. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia terdiri dari daerah provinsi, kabupaten dan kota. Kabupaten 

dan Kota dibagi lagi menjadi wilayah kecamatan dan kelurahan/desa, yang 

masing-masing mempunyai perangkat pemerintahan sendiri, yang mengatur 

wilayahnya berdasarkan aspirasi dan peraturan perundang-undangan. 

Prinsip otonomi daerah dan desentralisasi yang diilhami oleh Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah diganti dengan UU No. 09 Tahun 

2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah.Akan tetapi, mengenai dasar hukum tentang kecamatan 

tetap berlandaskan kepada UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, yang mana UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

dinilai sebagai solusi tepat bagi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan daerah. Hal ini didasari oleh adanya hak, kewajiban dan 

kewenangan bagi daerah untuk mengatur serta mengurus rumah tangga daerah 

oleh daerah itu sendiri guna mewujudkan kesejahteraan rakyatnya sebagaimana 

yang tertuang dalam Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 yang menyebutkan 

“Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali  urusan 

pemerintahan  yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah 

pusat”.
1
  

                                                 
1
 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 ayat (5) 
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Kewenangan otonomi luas yang dimaksudkan adalah keleluasaan 

daerah untuk menyelesaikan  pemerintah yang mencakup kewenangan semua 

bidang pemerintahan, kecuali  kewenangan dibidang politik luar negeri, 

pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan 

bidang lainnya yang akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
2
 

Sehubungan dengan ini, Sarundajang menegaskan: Penyelenggaraan 

otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, 

nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang 

diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya 

nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Di 

samping itu penyelenggaraan otonomi dilaksanakan dengan memperhatikan 

prinsip-prinsip pokok yaitu : 

a. Mengembangkan kehidupan demokrasi 

b. Peran serta dan prakarsa masyarakat 

c. Pemertaan dan memperhatikan potensi 

d. Keanekaragaman daerah dalam tatanan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia
3
 

Konsekuensi dari penyelenggaraan otonomi daerah di dalam 

masyarakat demokratis dewasa ini, yakni ditandai dengan pelimpahan sebagian 

kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur 

urusan pemerintahan daerah sendiri. Pelaksanaan otonomi daerah tersebut 

dilakukan dalam rangka mempererat kembali keutuhan daerah-daerah dalam 

                                                 
2
 Ikhsan  Darmawan, Analisis Sistem Politik Indonesia, (Bandung: Alfabeta,2013) h. 142 

3
 Sarundajang, Babak Baru Sistem Pemerintahan Daerah, (Jakarta: Kata Hasta, 2005) h. 

146 
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wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga tidak ada lagi perbedaan 

pendapat terhadap bentuk Negara Indonesia sebagai Negara kesatuan.
4
 

Wilayah kecamatan dalam daerah kabupaten atau kota yang dipimpin 

oleh camat, yang berkoordinasi langsung kepada bupati atau walikota. Wilayah 

kecamatan terdiri dari beberapa kelurahan atau desa, yang secara pemerintahan 

mempunyai struktur pemerintahan masing-masing, yang melaksanakan tugas-

tugas pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. 

Pergeseran dominansi tersebut secara langsung maupun tidak langsung 

tentunya berpengaruh terhadap jalannya roda pemerintahan daerah, termasuk 

tingkat pemerintahan kecamatan yang menjadi fokus penelitian. Kecamatan 

merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan 

daerah kota. 

Mencermati eksistensi Kecamatan sebagai perangkat daerah yang 

terletak di wilayah Kabupaten dan/atau Kota, maka Camat selaku kepala 

pemerintahan kecamatan bertanggung jawab terhadap kelancaran roda 

pemerintahan kecamatan dimaksud. Di sinilah tugas dan kewenangan Camat 

ditantang dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan 

maupun pembinaan kesejahteraan masyarakat melalui tugas pelayanan yang 

harus dilaksanakannya sebaik mungkin, karena kinerja kecamatan berpengaruh 

secara umum terhadap kinerja organisasi perangkat daerah lainnya. 

Dalam rangka penataan wilayah kabupaten dan kota, maka perlu 

dilakukan peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan kesejahteraan 

                                                 
4
Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-20014,Empat Pilar 

Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara, (Jakarta: Sekretariat  Jenderal MPR RI,2012), h. 176 
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masyarakat. Oleh karena itu dengan alasan adanya aspirasi yang berkembang 

dalam masyarakat, dipandang perlu membentuk kecamatan baru. Hal ini juga 

sudah diamanahkan dalam peraturan perundang-undangan. 

Dalam Pasal 221 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan, bahwa Daerah kabupaten/kota 

membentuk kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi 

penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan 

masyarakat desa/kelurahan.  

Selanjutnya dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 

Tahun 2018 Tentang Kecamatan disebutkan, bahwa Pembentukan kecamatan 

dilakukan melalui pemekaran  1 (satu) Kecamatan menjadi 2 (dua) Kecamatan, 

atau penggabungan bagian Kecamatan dari Kecamatan yang bersandingan 

dalam satu daerah kabupaten/kota menjadi Kecamatan baru. 

Pemekaran wilayah kecamatan disatu sisi memang menjadi keharusan 

untuk mempermudah pelayanan publik kepada masyarakat, dan juga untuk 

mempermudah koordinasi pemerintahan karena jumlah penduduk yang sudah 

cukup besar, karena luasnya wilayah, dan sebagainya. Di sisi lain juga 

menimbulkan akibat hukum bagi masyarakat karena pemekaran wilayah 

kecamatan tersebut. 

Ada beberapa permasalahan yang timbul sebagai akibat dari pemekaran 

wilayah kecamatan tersebut, antara lain adalah perubahan identitas 

kependudukan, seperti perubahan Kartu Tanda Penduduk (KTP), perubahan 

Kartu Keluarga (KK), serta perubahan administrasi lainnya seperti ketika 
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pembayaran pajak harus mengikuti KK dan KTP yang baru, yang mana 

perubahan tersebut harus dilakukan melalui birokrasi yang cukup lama dan 

berbelit-belit, yang dapat menyusahkan masyarakat. 

Masyarakat tidak semuanya mengerti terhadap pemekaran kecamatan 

tersebut, karena kurangnya sosialisasi dan kurangnya perhatian dari perangkat 

desa atau kelurahan setempat. Oleh karena itu pemekaran kecamatan tidak 

serta merta masyarakat dapat mengurus identitas kependudukan secara 

langsung karena harus meluangkan waktu, tenaga dan biaya dalam 

pengurusaan administrasi tersebut. Dari beberapa hal atau permasalahan 

tersebut di atas penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dalam bentuk 

skripsi dengan judul: “AKIBAT HUKUM PEMEKARAN KECAMATAN 

TERHADAP IDENTITAS KEPENDUDUKAN BERDASARKAN 

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2018 TENTANG 

KECAMATAN”. 

B. Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini penulis membatasi permasalahan yang diteliti, 

yaitu yang berhubungan dengan masalah pemekaran kecamatan khususnya 

mengenai identitas kependudukan yang harus dirubah dan diperbaiki oleh 

masyarakat, tentunya menjadi masalah ketika masyarakat ingin merubah 

identitas tersebut yang harus berhadapan dengan birokrasi yang cukup panjang 

dan berbelit-belit, serta persyaratan pemekaran kecamatan yang harus dipenuhi. 
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C. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan yang 

dibahas dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana akibat hukum pemekaran kecamatan terhadap indentitas 

kependudukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 

Tentang Kecamatan? 

2. Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi untuk pemekaran kecamatan? 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui akibat hukum pemekaran kecamatan terhadap 

identitas kependudukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 

Tahun 2018 Tentang Kecamatan. 

b. Untuk mengetahui persyaratan yang harus dipenuhi untuk pemekaran 

kecamatan. 

2. Kegunaan Penelitian 

Sedangkan kegunaan yang diharapkan dari penelitian dan kajian ini 

adalah: 

1. Pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu hukum 

ketatanegaraan pada khususnya, terutama studi mengenai pemerintah 

daerah dan pemekaran kecamatan. 

2. Secara teoritis kajian ini berusaha untuk menganalisis secara akademis 

mengenai pemekaran kecamatan. 
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3. Secara praktis kajian dalam penelitian ini dapat digunakan untuk 

memberikan kontribusi pemikiran terhadap masalah pemekaran 

kecamatan, di masa kini dan masa yang akan datang, serta dapat 

dijadikan sebagai sumber informasi dan referensi bagi pihak-pihak yang 

membutuhkan. 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Apabila dilihat dari jenisnya, penelitian ini digolongkan kepada 

penelitian hukum normatif,
5
 yaitu penelitian kepustakaan, yang 

menggunakan bahan-bahan pustaka hukum yang berkaitan dengan 

permasalahan yang diteliti. Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu 

menerangkan dan menjelaskan mengenai pemekaran kecamatan dan 

permasalahan yang ditimbulkan dari pemekaran tersebut. 

2. Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah mengkaji kebijakan melakukan 

pemekaran wilayah kecamatan, persyaratan yang harus dipenuhi, serta 

akibat hukum yang timbul dari pemekaran tersebut, antara lain adalah 

mengenai perubahan identitas kependudukan yang harus diurus dan 

diselesaikan oleh masyarakat. 

3. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah bahan-bahan hukum atau 

literatur. Data dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari 

                                                 
5
Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 

h. 74  
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masyarakat (data primer) dan dari bahan pustaka (sekunder).
6
 Dalam 

penelitian hukum normatif, bahan pustaka bidang hukum dibedakan menjadi 

tiga golongan, yakni bahan hukum primer, sekunder dan tersier.
7
 

Sehubungan dengan penelitian ini maka dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat 

seperti norma dasar, peraturan perundang-undangan. Sedangkan dalam 

penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yang berupa peraturan 

perundang-undangan. 

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan 

mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang 

dimaksudkan di sini adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan 

hukum primer yang isinya tidak mengikat. Adapun jenisnya adalah buku-

buku yang membahas mengenai pemerintahan daerah dan wilayah 

kecamatan, artikel-artikel dan bentuk tulisan lainnya yang berhubungan 

dengan objek penelitian. 

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang sifatnya melengkapi 

kedua bahan hukum di atas, seperti kamus dan ensiklopedia yang 

berkaitan dengan topik yang dikaji dalam penelitian ini. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah, dengan cara 

mengumpulkan buku-buku dan teori-teori hukum yang dikemukakan para 

                                                 
6
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI-Press, 1986), h. 11  

7
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan 

Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 33  
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ahli, yang berhubungan dengan pemerintahan daerah, otonomi daerah, serta 

kebijakan mengenai pemekaran wilayah dan daerah. 

5. Analisis Data 

Analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif analitis, yaitu 

dengan cara menggambarkan akibat hukum pemekaran wilayah kecamatan 

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang 

Kecamatan. Setelah mengetahui gambaran tersebut kemudian dilanjutkan 

dengan melakukan analisis berdasarkan teori-teori dan pendapat para ahli 

yang berhubungan dengan otonomi dan pemerintahan daerah, yang 

mengkaji masalah pemekaran wilayah dan daerah. Sedangkan cara penulis 

dalam mengambil kesimpulan dalam kajian ini adalah berpedoman kepada 

cara deduktif,
8
 yaitu menyimpulkan dari hal-hal yang umum kepada hal-hal 

yang khusus. 

F. Sistematika Penulisan 

Dalam melakukan penulisan dan pembahasan hasil penelitian ini, maka 

sistematika dalam tulisan ini adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN, berisi latar belakang masalah, batasan 

masalah, rumusan masalah, metode penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II PEMERINTAHAN DAERAH, yang berisi tentang pengertian 

pemerintahan daerah, pembangunan daerah dan asas penyelenggaran 

pemerintahan daerah. 

                                                 
8
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 

1986), h. 252  
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BAB III KONSEP TEORITIS, berisi pengertian kecamatan, wilayah 

kecamatan, dan struktur pemerintahan kecamatan. 

 BAB IV HASIL PENELITIAN, yang berisi akibat hukum pemekaran 

kecamatan terhadap identitas kependudukan berdasarkan Peraturan Pemerintah 

Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan, dan persyaratan yang harus 

dipenuhi untuk pemekaran kecamatan. 

BAB V PENUTUP, berisi kesimpulan dan saran, yang berhubungan 

dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. 
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BAB II 

PEMERINTAHAN DAERAH 

 

A. Pengertian Pemerintah Daerah 

Di dalam UU No. 32 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU 

No.23 Tahun 2014 dan diubah lagi dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Pemerintahan Daerah, menegaskan bahwa pemerintah daerah adalah 

penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD 

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-

luasnya dalam system dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dasar Negara republik indonesia 

tahun 1945.
9
 

Untuk mewujudkan Keberhasilan otonomi daerah sangat tergantung 

kepada pemeritah daerah, yaitu  DPRD dan kepala daerah dan perangkat 

daerah serta masyarakatnya untuk bekerja keras, terampil, disiplin, dan 

berperilaku sesuai dengan nilai, norma, serta ketentuan peraturan perundangan 

yang berlaku dengan memperhatikan prasarana dan sarana serta dana/ 

pembiayaan yang terbatas secara efisien, efektif, dan professional.
10

 

Untuk mewujudkan good government dan clean government tersebut 

pemerintah mengeluarkan undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang 

pemerintahan daerah yang dikenal istilah undang-undang otonomi daerah, 

dimana dengan adanya undang-undang ini diharapkan pemerintah tidak 

                                                 
9
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. 

10
HAW. Widjaja,  Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia dalam Rangka Sosialisasi UU 

No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2001) h.  23 
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sentralistik di Jakarta tetapi juga adanya pelimpahan kewenangan dari pusat 

kedaerah yang kita sebut desentralisasi.
11

 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 

dinyatakan, bahwa pemerintah daerah sebagai kepala daerah beserta perangkat 

daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah. Daerah otonom 

menurut undang-undang ini adalah kesatuan masyarakat hukum yang 

mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus 

kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan 

aspirasi masyarakat dalam ikatan negara Republik Indonesia. 
12

 

Dalam Ketentuan Umum Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 

dikatakan bahwa Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan 

tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan 

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Pada sistem Pemerintahan Daerah terdapat pembagian dua kekuasaan, 

yaitu DPRD sebagai Badan Legislatif dan Pemerintah Daerah/Kepala Daerah 

sebagai Eksekutif. Untuk mencegah terjadinya konflik antara kedua lembaga 

tersebut, perlu diatur suatu mekanisme yang mengatur hubungan saling 

mengendalikan dan saling mengimbangi satu sama lain dalam hubungan 

kesetaraan melalui prinsip “checks and balance,” dalam Undang-Undang 

                                                 
11

Dalam Undang-Undang Nomor  23 Tahun 2014 disebutkan bahwa, desentralisasi adalah 

penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan 

mengurus urusan pemerintahan dalam system Negara kesatuan republik Indonesia. 
12

 Undang-Undang Nomor  23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. 
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Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa DPRD sebagai Badan Legislatif 

Daerah berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Daerah. 

Dalam kedudukan seperti ini kedua lembaga itu saling mengawasi dan saling 

mengendalikan, dan tidak saling menjatuhkan, melainkan saling memelihara 

kerjasama yang baik, kecuali dalam sistem parlementer, di mana pemerintah 

dapat membubarkan parlemen, demikian pula parlemen dapat menjatuhkan 

pemerintah.  

DPRD dan Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab yang sama 

dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang berdayaguna dan berhasil guna, 

serta transparan dan akuntabel dalam rangka memberikan pelayanan yang 

prima kepada masyarakat guna terjaminnya produktivitas dan kesejahteraan 

masyarakat di daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut 

DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Propinsi, Kabupaten, dan Kota. DPRD 

merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai 

lembaga pemerintahan daerah. DPRD adalah lembaga legislatif yang 

mempunyai hak budget (hak untuk menetapkan anggaran sekaligus melakukan 

pengawasan pelaksanaan APBD).  

Hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD pada dasarnya 

merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. 

Hal ini dapat dicerminkan dalam membuat kebijakan daerah berupa Peraturan 

Daerah. Hubungan kemitraan bermakna bahwa antara Pemerintah Daerah dan 

DPRD adalah sama-sama mitra sekerja dalam membuat kebijakan daerah 

untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan fungsi masing-masing 
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sehingga antar kedua lembaga itu membangun suatu hubungan kerja yang 

sifatnya saling mendukung (sinergi) bukan merupakan lawan ataupun pesaing 

satu sama lain dalam melaksanakan fungsi masing-masing.  

Legislasi atau pembentukan peraturan daerah merupakan proses 

perumusan kebijakan publik. Sehingga peraturan daerah yang dihasilkan dapat 

pula dilihat sebagai suatu bentuk formal dari suatu kebijakan publik. Sebagai 

suatu kebijakan publik, maka substansi dari peraturan daerah memuat 

ketentuan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat yang terkait dengan 

materi yang diatur. Dalam hal ini, jelas peran yang dilakukan oleh anggota 

DPRD adalah merumuskan kebijakan publik. Melalui kebijakan tersebut, 

DPRD telah melakukan salah satu fungsi negara, yaitu mewujudkan 

distributive justice (keadilan yang seimbang). Melalui kewenangan tersebut 

DPRD mengartikulasikan dan merumuskan berbagai kepentingan kelompok 

masyarakat yang menjadi sasaran dari peraturan atau undang-undang yang 

dibuat.  

Dalam melaksanakan fungsi legislasi, anggota DPRD diharuskan 

memiliki pemahaman yang memadai sebagai konsekuensi dari supremacy of 

law (penegakan hukum), ada keyakinan yang kuat bahwa hukum yang 

dihasilkan merupakan suatu instrumen yang memberikan kepastian mengenai 

arah pembangunan.  
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Menurut Sarundajang
13

 “Pemerintahan daerah merupakan konsekuensi 

logis dari adanya perbedaan etnis, linguistik, agama dan institusi sosial 

berbagai kelompok masyarakat lokal di suatu Negara”. 

Fungsi Pelayanan dan pengaturan umum dibidang pemerintahan, 

pembangunan, dan kemasyarakatan perlu di distribusikan secara sentral dan 

lokal agar ia benar-benar aspiratif, baik terhad apa kepentingan nasional 

maupun terhadap tuntutan heterogenitas lokal dimaksud. Disamping itu adanya 

pemerintahan daerah akan memperbesar akses setiap warga Negara untuk 

berhubungan langsung dengan pemimpin nya dan sebalik nya pimpinan daerah 

akan memperoleh kesempatan luas untuk mengetahui potensi sumber daya, 

masalah, kendala, dan kebutuhan daerahnya dan menghilangkan mekanisme 

pembuatan keputusan yang kurang efesien. Demikian juga bagi suatu daerah 

dengan populasi yang relatif  homogen akan lebih berpeluang menghasilkan 

keputusan-keputusan yang tidak antagonistik dengan kondisi dan kebutuhan 

anggota masyarakat yang dominan diwilayah tertentu.
14

 

Berbicara mengenai otonomi daerah tidak dapat dilepaskan dari 

percakapan mengenai hubungan penyelenggaraan pemerintahan, antara 

pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam konteks bentuk Negara 

Indonesia. Dalam pasal 1 ayat (1) undang-undang dasar 1945 dinyatakan 

bahwa: 

                                                 
13

 Krishna D. Darumurti dan Umbu Rauta, Otonomi Daerah Perkembangan Pemikiran 

dan Pelaksanaan, (Bandung:  PT Citra Aditya Bakti, 2000), h. 2-3. 

 
14

 Ibid, h. 3 
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Negara Indonesia adalah Negara kesatuan berbentuk Republik. 

Ketentuan konstitusional itu memberikan pesan bahwa Negara Republik 

Indonesia yang di proklamasikan pada tanggal 17 agustus 1945 dibangun 

dalam sebuah kerangka Negara yang berbentuk kesatuan (unitary), dan bukan 

berbentuk federasi (serikat). Dengan demikian, adanya daerah yang 

mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya 

sendiri (otonomi daerah). Haruslah diletakkan dalam bingkai pemahaman 

Negara berbentuk kesatuan bukan berbentuk federasi, sebagaimana 

diamanatkan pasal 1 ayat (1) undang-undang dasar 1945 tersebut diatas. 

Demikian pula, hal tersebut dipertegas dalam penjelasan pasal 18 undang-

undang dasar 1945 dengan mengatakan, bahwa: “Oleh  karena Negara 

Indonesia itu suatu eenheidsstaat, maka Indonesia tak akan mempunyai daerah 

di dalam lingkunganya yang bersifat staat juga”  

Dalam konteks itulah, dapat dipahami bahwa konsekuensi atas 

pemahaman pasal 1 ayat (1) undang-undang dasar 1945 maka dalam pasal 18 

undang-undang dasar 1945 dirumuskan judul babnya “ pemerintah daerah” 

dengan isi pasalnya, sebagai berikut: pembagian daerah Indonesia atas daerah 

besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahan nya ditetapkan dengan 

undang-undang, dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan 

dalam system pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-

daerah yang bersifat istimewa. Selanjutnya, didalam salah satu isi penjelasan 

pasal itu, dikatakan di daerah-daerah yang bersifat otonom atau bersifat daerah 

administratif belaka. 
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Dengan demikian, apa yang dikatan sebagai daerah otonom oleh pasal 

18 undang-undang dasar 1945 dikonsepsikan sebagai pemerintahan daerah 

yang terdiri atas “ daerah besar” dan “kecil”. Di samping itu, selain sebagai 

daerah yang bersifat otonom, daerah-daerah dimaksud dapat pula bersifat 

sebagai daerah administrasi atau daerah otonom yang bersifat istimewa, seperti 

desa di jawa dan bali, nagari di minang kabau, dusun dan marga di Palembang, 

dan sebagainya. Daerah otonom yang bersifat istimewa ini, dalam penjelasan 

dalam pasal 18 undang-undang dasar 1945 disebut  zelfbesturende 

landschappen dan volksgemeenschappen yang pada waktu itu disebutkan 

jumlahnya di Indonesia lebih kurang 250 (dua ratus lima puluh) daerah. 

Pada bagaian lain dalam penjelasan pasal 18 undang-undang dasar 1945 

tersebut dikatakan: “Daerah di Indonesia akan dibagi dalam daerah propinsi 

dan daerah propinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil”. 

Tampaknya apa yang dimaksudkan sebagai daerah besar dalam 

penjelasan itu, disebut sebagai propinsi. Propinsi terdiri dari daerah-daerah 

yang lebih kecil, sebagaimana dikenal dengan nama kabupaten, 

kotamadya/kota, kecamatan, kelurahan/desa. Dari sinilah, dikemudian hari 

sejarah otonomi daerah di Indonesia mengenal otonomi bertingkat (hierarki), 

sebagaimana tercermin dalam sebutan daerah tingkat I, II, dan III. 

Namun saat ini penyebutan terhadap daerah tingkat I dan II adalah 

Kabupaten/ Kota, dan tidak ada istilah bertingkat. Ketentuan ini tercantum 

dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. 
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Dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 

disebutkan bahwa: “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-

daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, 

kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan 

undang-undang”. 

Dari sini terlihat bahwa daerah-daerah yang ada dalam wilayah negara 

Republik Indonesia adalah sama tidak ada yang tinggi dan tidak ada yang 

rendah, hanya saja pembagian daerah tersebut berbeda-beda menurut luasnya 

masing-masing. 

B.Pembangunan Daerah 

Pembangunan disini dimaksudkan adalah pembangunan dalam arti luas, 

yang meliputi segala aspek pembangunan, baik material maupun spritual, 

lahiriah maupun bathiniah. Pembangunan daerah dimaksudkan adalah 

pembangunan yang dilaksanakan di daerah-daerah, baik propinsi maupun 

kabupaten dan kota, dan pembangunan ini dikaitkan dengan kebijakan otonomi 

daerah atau desentralisasi. 

Sebenarnya tugas pembangunan itu selalu dilaksanakan oleh 

pemerintah yang manapun, baik yang menggunakan asas desentralisasi ataupun 

dekonsentrasi. Hanya saja dengan menggunakan asas dekonsentrasi belum 

tentu dapat dilaksanakan pemerataan di seluruh pelosok negeri dan disertai rasa 

keadilan berdasarkan potensi daerah. 

Dasar pertimbangan dibentuknya UU No.22 Tahun 1999 sebagaimana 

telah diubah dengan UU No.32 Tahun 2004 diubah lagi melalui UU No.23 
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Tahun 2014, dan diubah lagi dengan UU No.9 Tahun 2015 tentang 

Pemerintahan Daerah, di antaranya dinyatakan bahwa dalam menghadapi 

perkembangan keadaan, baik di dalam maupun di luar negeri, serta tantangan 

persaingan global, dipandang perlu menyelenggarakan Otonomi Daerah 

dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab 

kepada daerah secara profesional, yang diwujudkan dengan pengaturan, 

pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional, serta Perimbangan 

Keuangan Pusat dan Daerah, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran 

serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan, serta potensi keanekaragaman 

Daerah, yang dilaksanakan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

Dengan demikian pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata, dan 

bertanggung jawab dimaksudkan dalam rangka melancarkan pembangunan di 

seluru pelosok tanah air, serta menjamin perkembangan dan pembangunan 

daerah. Oleh karena itu pembentukan daerah otonom harus diperhitungkan 

secara seksama, dengan memperhatikan kemampuan ekonomi, jumlah 

penduduk, luas wilayah, pertahanan dan keamanan dan lain-lain. Sehingga 

memungkinkan daerah melaksanakan pembangunan, mengatur dan mengurus 

rumah tangga daerahnya sendiri. 

Prinsip otonomi daerah yang dikembangkan berdasarkan UU No.23 

Tahun 2014, adalah lebih diarahkan terhadap terwujudnya pemerintahan yang 

demokratis, terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik, 

mempertinggi tingkat kesejahteraan rakyat dan kemandirian perkembangan dan 
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pembangunan daerah serta terwujudnya keserasian antara pemerintah pusat dan 

daerah.15 

Pembangunan daerah otonom harus sepenuhnya diserahkan kepada 

pemerintah daerah, yang terdiri dari Kepala Daerah beserta perangkat Daerah 

lainnya, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Pasal 19 UU No.23 

Tahun 2014). Hal ini tergambar bahwa dalam menyelenggarakan otonomi, 

daerah mempunyai kewajiban sebagai berikut: 

a. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan 

nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. 

c. Mengembangkan kehidupan demokrasi. 

d. Mewujudkan keadilan dan pemerataan. 

e. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan. 

f. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan. 

g. Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak. 

h. Mengembangkan sistem jaminan sosial. 

i. Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah. 

j. Mengembangkan sumber daya produktif di daerah. 

k. Melestarikan lingkungan hidup. 

l. Mengelola administrasi kependudukan 

m. Melestarikan nilai sosial budaya. 

                                                 
15

 M. Arif Nasution dkk, Demokratisasi dan Problema Otonomi Daerah, (Bandung: 

Mandar Maju, 2000), h. 53 
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n. Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan 

kewenangannya; dan 

o. Kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
16

 

Dari ketentuan pasal tersebut di atas dapat dipahami, bahwa daerah 

otonom yang dipimpin oleh Kepala Daerah selaku Badan Eksekutif Daerah 

bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selaku Badan 

Legislatif Daerah, yang diberikan hak, wewenang dan kewajiban untuk 

mengatur dan mengurus pembangunan daerah sesuai dengan aspirasi dan 

kehendak rakyat di daerahnya. 

C.Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

Dalam pelaksanaan otonomi, dikenal tiga bentuk asas dalam 

penyelenggaraan pemerintahan daerah yakni :  

1. Asas Desentralisasi  

Terdapat beberapa pemaknaan asas desentralisasi dari masing-masing 

pakar yaitu : 

a. Desentralisasi sebagai penyerahan kekuasaan dan kewenangan. 

b. Desentralisasi sebagai pelimpahan kekuasaan dan kewenangan. 

c. Desentralisasi sebagai pembagian, penyebaran, pemencaran, dan pembagian 

kekuasaan dan kewenangan serta 

d. Desentralisasi sebagai sarana dalam pembagian dan pembentukan daerah 

pemerintahan. 

                                                 
16

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah  



22 

 

 

 

Desentralisasi pada dasarnya terjadi setelah sentralisasi melalui asas 

dekonsentrasi tidak dapat melaksanakan tugas pemerintahan secara baik dalam 

arti pemerintahan gagal dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis. 

Suatu pemerintahan yang mampu mengakomodasikan unsure-unsur yang 

bersifat kedaerahan berdasarkan aspirasi masyarakat daerah. Oleh karena itu 

urusan pemerintahan yang merupakan wewenang pemerintah (pusat) sebagian 

harus diserahkan kepada organ Negara lain yang ada didaerah (pemerintah 

daaerah), untuk diurus sebagai rumah tangganya. Proses penyerahan sebagian 

urusan pemerintahan kepada daerah untuk menjadi urusan rumah tangganya 

inilah yang disebut desentralisasi.
17

  

Philipus m. hadjon, mengemukakan:
18

 Desentralisasi mengandung 

makna bahwa wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan 

tidak semata-mata dilakukan oleh pemerintah pusat, melainkan dilakukan juga 

oleh satuan-satuan pemerintahan yang lebih rendah, baik baik dalam bentuk 

satuan territorial maupun fungsional. satuan-satuan pemerintahan yang lebih 

rendah diserahi dan dibiarkan mengatur dan mengurus sendiri sebagian urusan 

pemerintahan. 

Berkaitan dengan urusan desentralisasi, Bagir Manan, 

mengemukakan:
19

 Ditinjau dari sudut penyelenggaraan pemerintahan, 

desentralisasi antara lain bertujuan “meringankan” beban pekerjaan pusat. 

Dengan desentralisasi berbagai tugas dan pekerjaan dialihkan kepada daerah. 

                                                 
17

 Titik triwulan,  Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia, (Jakarta: Prestasi 

pustaka, 2010). h. 122 
18

 Ibid, h. 122 
19

 Ibid, h. 122-123 
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Pusat, dengan demikian dapat lebih memusatkan perhatian pada hal-hal yang 

bersangkutan dengan kepentingan nasional atau Negara secara keseluruhan. 

Pusat tidak perlu mempunyai aparat sendiri di daaerah kecuali dalam batas-

batas yang diperlukan. Namun demikian, tidaklah berarti dalam lingkungan 

desentralisasi tidak boleh ada fungsi dekonsentrasi.  

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa antara 

desentralisasi dan dekonsentrasi bukanlah suatu pilihan tetapi sesuatu yang 

harus ada ( dapat dilaksakan secara bersama-sama dalam penyelenggaraan 

pemerintahan pada suatu Negara kesatuan). Baik desentralisasi maupun 

dekonsentrasi merupakan merupakan ciri suatu Negara bangsa dan keduanya 

berangkat dari suatu titik awal yang sentralistik, sebagaimana dikemukakan 

oleh Herbert H. Werlin, bahwa sesungguhnya desentralisasi tidak terjadi tanpa 

sentralisasi. 

Ismail Husni, (pidato wisuda dalam rapat senat terbuka institut ilmu 

pemerintahan dalam negri 16 juli 1986) mengemukakan:
20

 Dengan mengikuti 

sejarah pertumbuhan dan perkembangan organisasi-organisasi modern 

dibeberapa Negara. Dapat diketahui bahwa desentralisasi pada hakikatnya 

merupakan suatu konsep yang lahir setelah sentralisasi mencapai wujudnya. Ini 

berarti bahwa desentalisasi tak mungkin lahir tanpa didahului sentralisasi, 

sebab sebelum desentalisasi dilaksanakan sentralisasilah yang mula-mula 

diperlukan.  

                                                 
20

 Ibid, h. 123-124 
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Berdasarkan pemikiran para ahli tersebut di akonstas, maka antara 

desentralisasi dan dekonsentrasi memiliki persamaan, namun terdapat 

perbedaan. Penyelenggaraan dekonsentrasi dilaksanakan dalam suatu area 

hokum administrasi sehingga antara organ pemerintah yang ada dipusat dengan 

pemerintah yang menyelenggarakan dekonsentrasi di daerah terdapat suatu 

hubungan yang hirarki. Dalam hubungan yang demikian itu, tidak ada suatu 

penyerahan wewenang. Penyelenggaraan pemerintahan dekonsentrasi hanya 

merupakan pelaksana dari kebijakan yang telah ditetapkan dari pusat. Hal ini 

berarti bahwa dekonsentrasi adalah unsur sentralisasi. 

Berbeda dengan dekonsentrasi, desentralisasi berangkat dari, saat mana 

sentralisasi tidak mampu lagi menyesuaikan dengan kondisi suatu Negara 

kesatuan yang memiliki wilayah yang luas dengan jumlah penduduk yang 

besar, yang terdiri dari berbagai suku, adat istiadat dan agama, dengan kondisi 

demikian sentralisasi menghadapi tantangan berupa tuntutan-tuntutan daerah 

karena pemerintahan yang sentralistik dilaksanakan berdasarkan kebijakan 

pusat, konsekuaensi dari luas wilayah, keragaman suku, adat istiadat, dan 

agama adalah daerah memiliki kebutuhan dan kepentingan yang berbeda-beda 

sehingga diperlukan suatu pemerintahan yang mampu mengakomodasi 

kepentingan yang berbeda setiap daerah. Pemerintah yang sentralistik tidak 

mampu secara bersamaan mengakomodasi berbagai kepentingan yang berbeda-

beda, sehingga kepada daerah harus diberi wewenang untuk mengurus 

kebutuhan dan kepentinganya itu menjadi urusan rumah tangganya. 
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Tujuan desentralisasi adalah agar penyelenggaraan pemerintahan 

didaerah lebih disesuaikan dengan keadaan daerah masing-masing.
21

 Dalam 

rangka desentralisasi dibentuk daerah otonom. 

Dalam rangka desentralisasi daerah otonom berada diluar hirarki 

organisasi pemerintahan pusat. Desentralisasi menunjukan pola hubungan 

kewenangan antara organisasi, dan bukan pola hubungan intra organisasi.
22

 

Berkaitan dengan hal tersebut, Joniarto mengemukakan tiga elemen 

pokok dalam desentralisasi: pertama, pembentukan organisasi pemerintahan 

daerah otonom, kedua, pembagian wilayah Negara menjadi daerah otonom, 

dan ketiga, penyerahan wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan kepada daerah otonom. Dalam Negara kesatuan kedua aktivitas 

tersebut dilakukan oleh pemerintah melalui proses hukum. Dengan kata lain 

bahwa dalam proses desentralisasi adalah wewenang pemerintah pusat.
23

 

Secara etimologi istilah desentralisasi berasal dari bahasa Latin yaitu 

decentrum yang berarti terlepas dari pusat. Menurut Inu Kencana Syafie,  

desentralisasi adalah perlawanan kata dari sentralisasi, karena penggunaan kata 

“de” dimaksudkan sebagai penolakan kata sesudahnya. Menurut Inu, 

Desentralisasi adalah:  “Penyerahan segala urusan, baik pengaturan dalam arti 

pembuatan peraturan perundang-undangan maupun penyelenggaraan 

pemerintahan itu sendiri, dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, 

untuk selanjutnya menjadi urusan rumah tangga pemerintah daerah tersebut”.  
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Desentralisasi sebagai suatu sistem yang dipakai dalam bidang 

pemerintahan merupakan kebalikan dari sentralisasi. Dalam sistem sentralisasi, 

kewenangan pemrintah baik dipusat maupun didaerah, dipusatkan dalam 

tangan pemerintah pusat. Pejabat-pejabat di daerah hanya melaksanakan 

kehendak pemerintah pusat. Dalam sistem desentralisasi, sebagian kewenangan 

pemerintah pusat dilimpahkan kepada pihak lain untuk dilaksanakan. 

Menurut Hamzah
24

, pentingnya desentralisasi pada esensinya agar 

persoalan yang kompleks dengan dilatar belakangi oleh berbagai faktor 

heterogenitas dan kekhususan daerah yang melingkunginya seperti budaya, 

agama, adat istiadat, dan luas wilayah yang jika ditangani semuanya oleh 

pemerintah pusat merupakan hal yang tidak mungkin akibat keterbatasan dan 

kekurangan yang dimiliki pemerintah pada hampir semua aspek. Namun 

sebaliknya adalah hal yang tidak realistis jika semua didesentralisasikan 

kepada daerah dengan alasan cerminan dari prinsip demokrasi, oleh karenanya 

pengawasan dan pengendalian pusat kepada daerah sebagai cerminan dari 

sentralisasi tetap dipandang mutlak sepanjang tidak melemahkan atau bahkan 

memandulkan prinsip demokrasi itu sendiri.  

Menurut Hans Kelsen
25

, pengertian desentralisasi berkaitan dengan 

pengertian negara karena negara itu merupakan tatanan hukum (legal order), 

maka pengertian desentralisasi itu menyangkut berlakunya sistem tatanan 

hukum dalam suatu negara. Ada kaidah-kaidah hukum yang berlaku sah untuk 

seluruh wilayah negara yang disebut kaidah sentral (central norms) dan ada 
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pula kaidah-kaidah hukum yang berlaku sah dalam bagian-bagian wilayah 

yang berbeda yang disebut desentral atau kaidah lokal (decentral or local 

norms). Jadi apabila berbicara tentang tatanan hukum yang desentralistik, maka 

hal ini akan dikaitkan dengan lingkungan (wilayah) tempat berlakunya tatanan 

hukum yang sah tersebut. 

Dennis A. Rondinelli dan Cheema, merumuskan definisi desentralisasi 

dengan lebih merujuk pada perspektif  yang lebih luas namun tergolong 

perpektif administrasi, bahwa desentralisasi adalah: The transfer of planning, 

decision making, or administrative authority from central government to its 

field organizations, local administrative units, semi autonomous and parastatal 

organizations, local government, or local non-government organization.  

Definisi ini tidak hanya mencakup penyerahan dan pendelegasian 

wewenang di dalam struktur pemerintahan, tetapi juga telah mengakomodasi 

pendelegasian wewenang kepada organisasi non pemerintah (LSM).
26

  

2. Asas Dekonsentrasi.  

Asas dekonsentrasi adalah pendelegasian wewenang pusat kepada 

daerah yang bersifat menjalankan peraturan-peraturan dan keputusan-

keputusan pusat lainya yang tidak berbentuk peraturan, yang tidak dapat 

berprakarsa menciptakan peraturan dan/ atau membuat keputusan bentuk lainya 

untuk kemudian dilaksanakan sendiri. Pendelegasian dalam asas dekonsentrasi 

berlangsung antara petugas perorangan pusat dipemerintahan pusat kepada 

petugas perorangan pusat dipemerintahan. 
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Laica Marzuki menjelaskan bahwa dekonsentrasi adalah: 

“Dekonsentrasi merupakan ambtelijke decentralisastie atau delegatie van 

bevoegheid, yaitu pelimpahan kewenangan dari alat perlengkapan Negara 

dipusat kepada instansi bawahan, guna melaksanakan pekerjaan tertentu dalam 

penyelenggaraan pemerintahan”. 

Dari kedua pengertian diatas maka asas dekonsentrasi diartikan sebagai 

penyebaran kewenangan pusat kepada petugasnya yang tersebar diwilayah-

wilayah untuk melaksanakan kebijaksanaan pusat. 

Henry Maddick, membedakan antara desentralisasi dan dekonsentrasi 

dengan menyatakan bahwa desentralisasi merupakan “pengalihan kekuasaan 

secara hukum untuk melaksanakan fungsi yang spesifik maupun risudal yang 

menjadi kewenangan pemerintah daerah.”  

Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia selain didasarkan 

pada asas desentralisasi juga didasarkan pada asas dekonsentrasi, hal ini dapat 

dilihat dari rumusan Pasal 18 ayat (5) UUD RI 1945 yang menyatakan bahwa 

pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan 

pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah 

pusat. Dekonsentrasi dapat diartikan sebagai distribusi wewenang administrasi 

di dalam struktur pemerintahan.  

Urusan pemerintah pusat yang perlu diselenggarakan oleh perangkat 

pemerintah pusat sendiri, sebetulnya tercermin dalam pidato Soepomo di 

hadapan BPUPKI tanggal 31 Mei dengan mengatakan:
27

 "Maka dalam negara 
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Indonesia yang berdasar pengertian negara integralistik itu, segala golongan 

rakyat, segala daerah yang mempunyai keistimewaan sendiri, akan mempunyai 

tempat dan kedudukan sendiri sebagai bagian organik dari negara seluruhnya. 

Soal pemerintahan apakah yang akan diurus oleh Pemerintah Pusat dan soal 

apakah yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah, baik daerah besar 

maupun daerah kecil, itu semuanya tergantung dari pada "doellmatigheid" 

berhubungan dengan waktunya, tempat dan juga soalnya."  

Dalam pengertian yang lain, Amrah Muslimin menafsirkan 

dekonsentrasi sebagai pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada 

pejabat-pejabat bawahan dalam lingkungan administrasi sentral, yang 

menjalankan pemerintahan atas nama pemerintah pusat, seperti gubernur, 

walikota dan camat. Mereka melakukan tugasnya berdasarkan pelimpahan 

kewenangan dari pemerintah pusat pada alat-alat pemerintah pusat yang berada 

di daerah.  

Mengenai dekonsentrasi, Bagir Manan berpendapat bahwa 

dekonsentrasi sama sekali tidak mengandung arti bahwa dekonsentrasi adalah 

sesuatu yang tidak perlu atau kurang penting. Dekonsentrasi adalah mekanisme 

untuk menyelenggarakan urusan pusat di daerah. B. Hestu Cipto Handoyo dan 

Y.Thresianti,
28

 memberikan pengertian berbeda mengenai dekonsentrasi, 

menurutnya dekonsentrasi pada prinsipnya adalah merupakan manifestasi dari 

penyelenggaraan pemerintahan negara yang mempergunakan asas sentralisasi, 

menimbulkan wilayah-wilayah administratif yang tidak mempunyai urusan 
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rumah tangga sendiri, merupakan manifestasi dari penyelenggaraan tata 

laksana pemerintah pusat yang ada di daerah.  

3. Asas Tugas Pembantuan  

Daerah otonom selain melaksanakan asas desentralisasi juga dapat 

diserahi kewenangan untuk melaksanakan tugas pembantuan (medebewind). 

Tugas pembantuan dalam pemerintahan daerah adalah tugas untuk ikut 

melaksanakan peraturan perundang-undangan bukan saja yang ditetapkan oleh 

pemerintah pusat akan tetapi juga yang ditetapkan oleh pemerintah daerah 

tingkat atasnya.  

Menurut Irawan Soejito,
29

 tugas pembantuan itu dapat berupa tindakan 

mengatur (tugas legislatif) atau dapat pula berupa tugas eksekutif (beschikken). 

Daerah yang mendapat tugas pembantuan diwajibkan untuk mempertanggung 

jawabkan kepada yang menugaskan. Amrah Muslim menafsirkan tugas 

pembantuan (medebewind) adalah kewenangan pemerintah daerah 

menjalankan sendiri aturan-aturan dari pemerintah pusat atau pemerintah 

daerah yang lebih tinggi tingkatannya. Sementara itu, Bagir Manan,
30

 

mengatakan bahwa pada dasarnya tugas pembantuan adalah tugas 

melaksanakan peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi (de 

uitvoering van hogere regelingen). Daerah terikat melaksanakan peraturan 

perundang-undangan termasuk yang diperintahkan atau diminta (vorderen) 

dalam rangka tugas pembantuan. Tugas pembantuan dalam hal-hal tertentu 

dapat dijadikan semacam “terminal” menuju penyerahan penuh suatu urusan 
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kepada daerah atau tugas pembantuan merupakan tahap awal sebagai persiapan 

menuju kepada penyerahan penuh. Bidang tugas pembantuan seharusnya 

bertolak dari :  

1. Tugas pembantuan adalah bagian dari desentralisasi dengan demikian 

seluruh pertanggung jawaban mengenai penyelenggaraan tugas pembantuan 

adalah tanggung jawab daerah yang bersangkutan.  

2. Tidak ada perbedaan pokok antara otonomi dan tugas pembantuan. Dalam 

tugas pembantuan terkandung unsur otonomi (walaupun terbatas pada cara 

melaksanakan), karena itu daerah mempunyai kebebasan untuk menentukan 

sendiri cara-cara melaksanakan tugas pembantuan.  

3. Tugas pembantuan sama halnya dengan otonomi, mengandung unsur 

penyerahan (overdragen) bukan penugasan (opdragen). Perbedaannya, 

kalau otonomi adalah penyerahan penuh sedangkan tugas pembantuan 

adalah penyerahan tidak penuh. 

Dengan demikian maka tugas pembantuan merupakan tugas-tugas 

pemerintah pusat yang dilakukan di daerah, yang mana daerah juga turut dalam 

melaksanakan tugas pembantuan tersebut dalam rangka untuk pengembangan 

dan kemajuan daerah. 
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BAB III 

KONSEP TEORITIS 

 

A. Pengertian Kecamatan 

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah 

Kabupaten/kota. Camat adalah perangkat daerah Kabupaten/kota, bukan 

sebagai Kepala wilayah. Pembentukan kecamatan ditetapkan dengan peraturan 

daerah. 

Menurut Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2008 

Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota sebagai pelaksana 

teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh 

camat. 

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, Pemerintah 

menyelenggarakan sendiri urusan atau dapat melimpahkan sebagian urusan 

Pemerintah kepada perangkat Pemerintah atau Wakil Pemerintah di daerah, 

atau dapat menugaskan kepada Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah 

Kecamatan. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah Pasal 221 ayat (1), (2), dan (3) yang berbunyi : 

1. Daerah kabupaten/kota membentuk Kecamatan dalam rangka 

meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan 

publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan 



33 

 

 

 

2. Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Perda 

Kabupaten/Kota berpedoman pada peraturan pemerintah 

3. Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pembentukan Kecamatan 

yang telah mendapatkan persetujuan bersama bupati/walikota dan DPRD 

kabupaten/kota, sebelum ditetapkan oleh bupati/walikota disampaikan 

kepada Menteri melalui Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat untuk 

mendapat persetujuan.
31

 

Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2008 Tentang 

Kecamatan, pemerintah menugaskan Camat sebagai kepala pemerintahan 

untuk melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. 

Adapun kegiatan-kegiatan pembinaan tersebut meliputi : 

a. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan 

desa dan Kepala Desa 

b. Memberi bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan 

administrasi desa dan Kepala Desa 

c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa atau Desa 

d. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat atau Kepala 

Desa 

e. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa atau Kepala 

Desa ditingkat Kecamatan 
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f. Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan 

pemerintahan desa atau Kepala Desa ditingkat kecamatan kepada Bupati 

atau Walikota. 

Menurut Kansil, fasilitasi dalam rangka pengawasan dan pembinaan 

terhadap desa yang dimaksud adalah upaya memberdayakan daerah otonom 

melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi.
32

 

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah 

Kabupaten/kota. Camat adalah Perangkat daerah Kabupaten/kota sebagai 

kepala wilayah. Pembentukan kecamatan ditetapkan dengan Peraturan daerah. 

Selain menjalankan tugas umum pemerintahan, Camat juga menjalankan tugas 

kewenangan yang diberikan oleh Bupati yang mana diharapkan bisa berperan 

aktif membantu penyelenggaraan kegiatan Desa. 

Kecamatan sebagai organisasi publik yang dipimpin oleh seorang camat 

mempunyai peran dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan 

kegiatan desa. Oleh karena itu pihak kecamatan dengan camat sebagai 

pimpinan harus mengambil langkah-langkah atau aktifitas-aktifitas yang akan 

diambil dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa 

tersebut. 

B. Kedudukan Kecamatan 

Kedudukan kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten atau 

Kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja 

tertentu dan dipimpin oleh Camat. Sedangkan Camat berkedudukan di bawah 
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dan bertanggung jawab kepada Bupati atau Walikota melalui Sekretaris 

Daerah. 

Dalam konteks ekonomi daerah di Indonesia, kecamatan merupakan 

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten dan Kota yang mempunyai 

wilayah kerja tertentu yang dipimpin oleh seorang Camat. Organisasi 

Kecamatan dipimpin oleh satu Camat, satu Sekretaris, dan paling banyak lima 

Seksi yang masing-masing dipimpin oleh satu Kepala Seksi, dan Sekretariat 

paling banyak tiga Sub Bagian yang masing-masing dikepalai oleh satu Kepala 

Sub Bagian. 

Camat menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi 

aspek: 

a. Perizinan 

b. Rekomendasi 

c. Koordinasi 

d. Pembinaan 

e. Pengawasan 

f. Fasilitasi 

g. Penetapan 

h. Penyelenggaraan, dan 

i. Kewenangan lain yang dilimpahkan. 

Kemudian Camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintah, 

yang meliputi: 

a. Mengkoordinasikan kegiatan pemerdayaan masyarakat; 
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b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban 

umum; 

c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-

undangan; 

d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan 

umum; 

e. Mengkoordinasikan pemeliharaan kegiatan pemerintah ditingkat 

kecamatan; 

f. Membina penyelenggaraan pemerintah desa/atau kelurahan; 

g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup 

tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau 

kelurahan.
33

 

C. Susunan Organisasi Kecamatan  

Susunan organisasi kecamatan terdiri dari : 

a. Sekretaris Camat, membawahi : 

1. Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan 

2. Sub Bagian Keuangan 

3. Sub Bagian Penyusunan Program 

a. Seksi Pemerintahan 

b. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban 

c. Seksi Pembangunan Masyarakat Kelurahan 

d. Seksi Kesejahteraan Sosial 
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e. Seksi Pelayanan Umum 

b.  Kelompok Jabatan Fungsional; 

1. Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat 

daerah. 

2. Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan 

dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui 

Sekretaris Daerah. 

3. Sekretariat kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris Camat 

yangberada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat. 

4. Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang 

berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Camat 

5. Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah 

dan bertanggung jawab kepada Camat. 

6. Camat, Sekretaris Camat, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi, 

diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan yang berlaku. 

Kecamatan mempunyai tugas pokok : 

1. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh 

Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. 

2. Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi : 

a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat 

b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan 

ketertiban umum 
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c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan 

perundang-undangan. 

d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas 

pelayanan umum 

e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan 

ditingkat kecamatan. 

f. membina penyelenggaraan kelurahan 

Dari tugas-tugas pokok kecamatan tersebut dapat dilihat, bahwa tugas 

kecamatan merupakan tugas dari pemerintah daerah kabupaten/kota yang 

dilaksanakan di wilayah kecamatan. Hal ini dilakukan untuk memberikan 

pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, dan untuk pemerataan 

pembangunan di daerah-daerah yang lebih kecil dan terpencil. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari uraian di atas penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Akibat hukum pemekaran kecamatan terhadap indentitas kependudukan 

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan, 

antara lain adalah pergantian atau perubahan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu 

Tanda Penduduk (KTP), karena semua administrasi kependudukan harus sesuai 

dengan wilayah tempat kediaman, kemudian perubahan identitas hak milik, 

terutama yang berhubungan dengan hak milik kendaraan bermotor harus sesuai 

dengan alamat yang tertera dalam KTP. Selanjutnya juga perubahan 

administrasi pembayaran pajak yang harus sesuai dengan rayon dan alamat 

yang tertera dalam KTP, dan perubahan terhadap wilayah hukum bagi yang 

berhubungan dengan permasalahan hukum. Hal ini merupakan akibat hukum 

yang timbul dari pemekaran kecamatan.  

2. Persyaratan yang harus dipenuhi untuk pemekaran kecamatan, antara lain 

adalah harus memenuhi syarat jumlah penduduk sebagaimana yang tertuang 

dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018. Kemudian 

juga pemerintah daerah setempat harus mempunyai kesiapan terhadap 

pemekaran kecamatan tersebut, terutama yang berhubungan dengan kesiapan 

teknis dan administrasi. Selanjutnya persyaratan yang juga harus dipenuhi 

untuk pemekaran kecamatan adalah penyediaan sarana dan prasarana yang 

51 
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3. harus ada pada wilayah kecamatan yang baru, dan juga kesiapan mengenai 

perangkat kecamatan beserta aparatnya, serta harus mendapatkan dukungan 

dari masyarakat setempat. 

B. Saran 

Berdasarkan uraian dan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan 

saran sebagai berikut: 

1. Bagi pemangku kebijakan dalam hal ini tentunya pemerintah daerah setempat 

dan DPRD harus mempunyai perencanaan yang matang, mengenai masalah 

pemekaran kecamatan agar kebijakan yang diambil tersebut memang benar-

benar mempunyai manfaat bagi masyarakat, bukan sebaliknya dapat 

menyulitkan masyarakat terutama yang berhubungan dengan perubahan 

identitas kependudukan tersebut. 

2. Bagi masyarakat selaku penerima kebijakan, dalam hal ini tentunya yang 

diwakili oleh tokoh-tokoh masyarakat harus memberikan masukan dan saran 

sehubungan dengan kebijakan pemekaran kecamatan tersebut, agar kebijakan 

yang diambil oleh pemerintah daerah tersebut benar-benar dapat memberikan 

manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. 
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